
 59 

BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pengaturan space mining dalam Space Treaty 1967 dan 

Moon Agreement 1984 tidak spesifik membahas kegiatan space mining, 

akibatnya negara-negara dalam melaksanakan kegiatan tersebut sesuai 

dengan penafsirannya masing-masing. Hal ini terjadi karena treaty tersebut 

dibentuk pada tahun 1967 yang belum memperhitungkan mengenai adanya 

kegiatan space mining  sehingga pengaturannya hanya secara garis besar 

(umum). Pasca Space Treaty 1967, terdapat perkembangan pengaturan pada 

Moon Agreement 1984 dengan harapan akan dibentuk suatu keberlanjutan 

rezim hukum ruang angkasa internasional, tetapi pada prinsipnya belum juga 

menyebut, membahas atau mendalami perihal agenda space mining, sehingga 

ada kekosongan pengaturan hukum internasional terhadap space mining. 

Oleh sebab itu, dibutuhkan pembentukan perjanjian internasional multilateral 

yang mengatur secara spesifik kegiatan penambangan di ruang angkasa, 

seperti definisi, penetapan standar teknologi, penetapan standar tindakan 

untuk melakukan pencegahan dan analisis dampak lingkungan, hak dan 

kewajiban negara, jangka waktu, sanksi dan mekanisme penyelesaian 

sengketa. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: 

1. Negara-negara harus segera membentuk perjanjian internasional 

multilateral yang mengatur secara spesifik kegiatan space mining dengan 

memperhatikan rekomendasi Penulis terkait substansi yang perlu diatur, 

guna menyelesaikan permasalahan global space mining. 

2. Sebaiknya dibentuk suatu badan/lembaga di bawah mekanisme PBB untuk 

mengawasi dan mengevaluasi kegiatan space mining. 

3. Apabila dalam proses membentuk suatu perjanjian multilateral sangat 

sulit, maka sebaiknya dibentuk terlebih dahulu kerangka soft law 

(deklarasi, rekomendasi, resolusi atau konferensi), tetapi sesegera 

mungkin agar ditingkatkan menjadi hard law. 
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